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ABSTRAK

Harun Al Rasyid (NIM: 19070027), Pertimbangan Majelis Hakim
Pengadilan Agama Panyabungan Dalam Memutuskan Perkara
Permohonan Dispensasi Kawin (Studi Analisis Putusan-Putusan
Permohonan Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama Panyabungan).
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Putusan Hakim dalam
memutuskan Permohonan Dispensasi Kawin, dengan fokus pada situasi
yang terjadi di Pengadilan Agama Panyabungan. Adapun Dispensasi kawin
ialah pemberian izin untuk melangsungkan perkawinan yang dikeluarkan
oleh Pengadilan Agama dalam bentuk penetapan. Adapun dispensasi
tersebut tentunya diajukan oleh wali dari seseorang yang akan
melangsungkan perkawinan akan tetapi usianya belum mencapai Kriteria
yang ada dalam Undang-Undang Perkawinan. Metode penelitian yang
digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan
menggabungkan metode wawancara, peraturan perundang-undangan,
menganalisa putusan majelis hakim, dan studi dokumentasi. Maka dari itu
peneliti melakukan penelitian ini di Pengadilan Agama Panyabungan,
mengenai sumber data peneliti memilih sumber data primer yaitu hakim
dam sumber data skunder yaitu berasal dari beberapa buku, jurnal sebagai
referensi. Teknik pengumpulan data yang di pakai oleh peneliti dalam
skripsi ini ialah dengan metode observasi lapangan, dokumentasi dan arsip.
Dari hasil penelitian tersebut bisa disimpulkan bahwa Hakim Pengadilan
Agama Panyabungan dalam menetapkan perkara dispensasi kawin telah
sesuai dengan peraturan yang sudah ada, yaitu dengan metode maslahah.

Kata kunci : Dispensasi Kawin, Petimbangan hakim, Pengadilan Agama
Panyabungan



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

KEPUTUSAN BERSAMA
MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 158 Tahun 1987
Nomor: 0543b//U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu
ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf
Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan
dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan
sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan
huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf

latin:
Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan
Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama
i Alif Tidak dilambangkan Tidak dilambangkan
Ba B Be
-
R Ta T Te
[
- Sa § es (dengan titik di atas)
Jim J Je
Ha h ha (dengan titik di bawah)




. Kha Kh ka dan ha
C
Dal d De
>
R Zal z Zet (dengan titik di atas)
Ra r er
D)
) Zai z zet
J
Sin S es
J
. Syin S es dan ye
o y y Yy
Sad $ es (dengan titik di bawah)
°
- Dad d de (dengan titik di bawah)
5 Ta t te (dengan titik di bawah)
5 Za z zet (dengan titik di bawah)
"ain koma terbalik (di atas)
C
. Gain g ge
C
b Fa f ef
3 Qaf q Ki
5 Kaf k ka
J Lam I el
Mim m em
(5
o Nun n en
Wau w we
I
A Ha h ha
. Hamzah ‘ apostrof
Ya y ye




B. Vokal

tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau

harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama
- Fathah a a
. Kasrah i i
> Dammah u u

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara

harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama
. s Fathah dan ya ai adanu
; Fathah dan wau au adanu
Contoh:
- X kataba
- & faala
- ki suila
- X kaifa
- Jy— haula




C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf,

transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi Maddah

Huruf Arab Nama Huruf Nama
Latin
6 ) Fathah dan alif atau a a dan garis di atas
L Kasrazadan ya i i dan garis di atas
’j Dammah dan wau i u dan garis di atas
Contoh:
- Je qala
- L~ rama
- B qila

- jj;u yaqiilu
D. Ta’ Marbutah

Transliterasi untuk ta’ marbutah ada dua, yaitu:
1. Ta’ marbutah hidup
Ta’ marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan
dammah, transliterasinya adalah “t”.

2. Ta’ marbutah mati




Ta’ marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya
adalah “h”.

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta’ marbutah diikuti oleh kata yang
menggunakan kata sandang al serta bacaan kedua kata itu terpisah,

maka ta’ marbutah itu ditransliterasikan dengan “h”.

Contoh:

- JUbY &5 raudah al-atfal/raudahtul atfal

2 g~ H ) /a - -
- &5l &3u5)l al-madinah al-munawwarah/al-madinatul munawwarah

o

- sl talhah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan
sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf,
yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:
- J%  nazzala

J al-birr

1
o
e

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu
J), namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Vi



Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan
sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “I” diganti dengan huruf yang
langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf gamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf gamariyah ditransliterasikan

dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai

dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun gamariyah, kata sandang ditulis
terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.
Contoh:

- U ar-rajulu
- {le\ al-galamu

- M* asy-syamsu
_ ) aljalalu

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku
bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang
terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

o
445

- U6 ta’khuzu
L) )
- {s> syal’un

- 3 an-nau’u
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inna

\n—

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah.
Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim
dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan,
maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang

mengikutinya.

Contoh:
- G = 342 &) f) Wa innallaha lahuwa khair ar-raziqin/
Wa innallaha lahuwa khairurrazigin
- Bl 5 LK - Bismillahi majreha wa mursaha

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam
transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti
apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk
menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu
didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf

awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:
- u-dbd\ a.xs 2ady Alhamdu lillahi rabbi al-"alamin/
Alhamdu lillahi rabbil ‘alamin
- ) S~ Ar-rahmanir rahim/Ar-rahman ar-rahim
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Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan
Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan
kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak

dipergunakan.

Contoh:

- {’;;-) jj,:.:« % Allaahu gafiirun rahtm

- ke j}w\ dl‘ Lillahi al-amru jam1 an/Lillahil-amru jam1 an
J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi
ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan llmu Tajwid. Karena itu
peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.
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BAB |
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah

Manusia sebagai mahluk sempurna diciptakan oleh Allah SWT. dibekali
dengan berbagai potensi dan kecenderungan untuk saling bersosialisasi, saling
mengenal, bekerja bersama dan hidup bersama dalam ikatan perkawinan yang sah
berdasarkan syariat Islam. Perkawinan tidak sebatas mempersatukan manusia
ataupun kontrak keperdataan biasa, namun lebih dari itu sebagai bentuk
menjalankan sunnah Rasulullah SAW dan sarana yang paling legal untuk
menyalurkan naluri biologis manusia sesuai panduan agama Islam sehigga
menjadi nilai ibadah di samping pemenuhan hak dan pelaksanaan tugas dan
tanggung jawab yang secara otomatis diemban oleh pihak yang menjalankannya.
Suatu perkawinan tentunya dibangun dengan tujuan untuk mewujudkan keluarga
yang bahagia, kekal, dan harmonis. Sebagaimana yang tercantum dalam
Kompilasi Hukum Islam pasal 3 yang berbunyi bahwa “tujuan perkawinan adalah
mewujudkan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah™.!

Salah satu hal yang perlu diperhatikan dalam menjalankan sebuah
perkawinan adalah usia dalam perkawinan. Kehidupan rumah tangga pada
umumnya dititik beratkan pada kematangan jasmani dan kedewasaan fikirannya

serta kesanggupannya untuk memikul tanggung jawab sebagai suami isteri dalam

! Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Bab 11 Pasal 3, Departemen Agama RI, 2001



rumah tangga.? Oleh karena itu, perkawinan seharusnya masuk pada fase
usia yang matang.

Allah SWT telah mensyariatkan perkawinan dengan kebijaksanaan yang
tinggi dan tujuan yang mulia, serta merupakan jalan yang bersih untuk
melanjutkan keturunan dan memakmurkan bumi. Perkawinan merupakan sarana
untuk mewujudkan ketenangan jiwa dan ketentraman hati, menjaga kesucian diri
dari perbuatan yang di larang oleh hukum seperti perzinaan, dan juga sebagai
penyalur naluri biologis suami isteri, sarana untuk mewujudkan keluaraga sakinah
mawaddah warahmah.®> Kokohnya ikatan perkawinan dalam pandangan islam
sebagai komitmen pasangan suami isteri terhadap kehidupan yang dijalani dan
menjadikan ia anggota masyarakat yang terhormat dimata masyarakat yang lain.*

Berbagai dali-dalil tentang perkawinan sebagai salah satu perintah agama
dan fitrah yang dimiliki manusia telah dijelaskan oleh Allah SWT. salah satunya

dalam Q.S. An-Nur : 32,
& P J ° ~ .8 8 A_ o & 4 _ 2 | Lo <° o
Cralzs 2 Al gnd 2has 155555 O s:jizz-;,_igubf Fots B iy (._i,,a SN 1551

o oty
Artinya: Dan kawinkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu,
dan juga orang-orang yang layak (mekawin) dari hamba-hamba
sahayamu, baik laki-laki maupun perempuan. Jika mereka miskin, Allah
akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan

Allah Mahaluas (pemberian-Nya), Maha Mengetahui.’

2 Nasruddin Latif, llmu Perkawinan: Problematika Seputar Keluarga dan Rumah
Tangga, (Jakarta: Pustaka Hidayah, 2001), h. 22.

® Musfir Aj-Jahrani, Poligami Dari Berbagai Persepsi, (Jakarta: Gema Insani Press,
1997), h. 15.

* Nasruddin Latif, llmu Perkawinan: Problematika Seputar Keluarga dan Rumah
Tangga,........ ,h. 24,

% Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, (Jakarta: CV Nala Dana, 2006),



Sistem perkawinan yang dilakukan dilihat dari berbagai sudut pandang
sosial, adat istiadat, hukum positif dan agama sebagai sesuatu yang kompleks
menjadi perhatian karena dengan perkawinan melahirkan keluarga sebagai bagian
terkecil dalam masyarakat. Berawal dari pelaksanaan perkawinan dengan
mengikuti hukum adat dan hukum agama yang dianut hingga dibuatlah hukum
positif (negara) untuk mengatur tentang administrasi pencatatannya baik di KUA
Kecamatan bagi pemeluk Islam dan agama yang lain dicatat di Kantor Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Secara lengkap perkawinan diatur dalam
peraturan  perundang-undangan yang berlaku termasuk batas usia
diperbolehkannya perkawinan. Merujuk pada Undang-undang Republik Indonesia
Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan pada Pasal 7 ayat 1-3, berbunyi:

1) Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19
(Sembilan belas) tahun.

2) Dalam terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat
meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai
bukti-bukti pendukung yang cukup.

3) Pemberian dispensasi oleh Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
wajib mendengarkan pendapat kedua belah calon mempelai yang akan
melangsungkan perkawinan.®

Berbagai pertimbangan kesehatan, sosial, ekonomi, sosial budaya,
keagamaan serta kepetingan terbaik bagi anak dalam menentukan batas usia
perkawinan. Tujuan perkawinan dilaksanakan dengan harapan kedua calon
mempelai telah siap baik fisik maupun psikis sehingga harapan dilangsungkan

perkawinan bisa terwujud. Kondisi pembatasan usia dibuat dan diberikan jalan

keluar oleh Pengadilan atau pejabat yang telah ditunjuk bagi pihak yang ingin

® Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia No 16 Tahun 2019 Tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.



bermohon perkawinan tetap dilakukan maka beberapa tahapan mulai dari
pendaftaran (permohonan), pemeriksaan hingga penetapan diterima atau
ditolaknya permohonan dispensasi kawin tersebut, apabila perkara tidak mampu
memenuhi persyaratan permohonan dispensasi kawin kepada kedua belah pihak.
Di antara alasan yang sering dikemukakan di dalam permohonan dispensasi kawin
adalah hubungan di antara calon mempelai pria dan calon mempelai wanita sudah
sangat erat, sehingga orang tua khawatir jika anak-anak mereka tersebut akan
semakin dalam terjerumus ke dalam perbuatan yang bertentangan dengan syariat
Islam.”

Fenomena perkawinan di bawah umur bukanlah hal baru terjadi di
Indonesia. Terlebih lagi di kabupaten Mandailing Natal sudah hal yang lumrah
perkawinan di bawah umur. Berbagai penyebab terjadinya kondisi ini sangat
bervariatif mulai dari sebab keadaan ekonomi, pemahaman budaya, rendahnya
pendidikan, kurangnya pemahaman terhadap nilai-nilai keagamaan tertentu
hingga keinginan orang tua dan apalagi dimasa sekarang sangat banyak anak
remaja terjerumus ke pergaulan bebas dikarenakan kurangnya pengawasan dari
orang tua serta penyebab lain sehingga memilih perkawinan di bawah umur tetap
harus dilakukan. Penetapan regulasi untuk mencegah dampak yang dapat
ditimbulkan terhadap perkawinan di bawah umur maka ditetapkanlah regulasi
oleh pemerintah yang tertuang dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor
16 Tahun 2019. Kendati demikian, masih dibuka peluang penyimpangan terhadap

aturan dasar sehingga secara legal perkawinan di bawah umur bisa menjadi sah

" Rio Satria, “Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Pasca Revisi Undang-Undang
Perkawinan,” 13 Oktober 2019, h. 1.



dimata hukum positif. Diatur dalam Pasal 7 ayat 2 Undang-undang Republik
Indonesia Nomor 16 Tahun 2019, bahwa dalam hal terjadi penyimpangan
ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dalam peraturan ini.
Disebutkan bahwa orang tua pihak pria atau wanita dapat meminta dispensasi
kawin kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti
pendukung yang cukup. Tentunya, demi menghindari hal-hal yang tidak di
inginkan terjadi kepada sang anak seperti pelanggaran syariah agama oleh anak
dan keresahan-keresahan sosial masyarakat yang dapat ditimbulkan.® Fenomena
sosial praktek perkawinan di bawah umur dianggap berdampak negatif dan
menimbulkan terjadinya pelanggaran hak asasi manusia yang dialami anak. Hal
tersebut dinilai merusak hak otonomi anak khususnya pihak perempuan untuk
hidup dan memperoleh keadilan gender seperti kaum laki-laki, ia bebas untuk
bekerja, bebas mengembangkan diri dan menempuh pendidikannya, serta
terhindar hari kekerasan dan paksaan baik fisik dan psikis. Pendidikan rendah dan
pekerjaan yang menghasilkan pendapatan yang rendah juga dapat menyebabkan
anak dinikahkan oleh orang tua dalam usia muda. Anak yang menikah pada usia
muda bisa mengurangi beban orang tua. orang tua dengan pendapatan kecil akan
meningkatkan kejadian pernikahan dan faktor ekonomi menjadi penghalang untuk
menyekolahkan anaknya ke jenjang lebih tinggi.’

Hak anak terhadap masa depan dirinya, kondisi yang dialami perlu
menjadi perhatian bagi orang tua. Jika memandang dalam perspektif agama Islam

dijelaskan bahwa janganlah soseorang takut menikah karena alasan miskin

# Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Pasal 7 Ayat (2)
® Adinda Hermambang, Faktor-faktor yang memengaruhi pernikahan usia dini di
Indonesia, Jurnal Kependudukan Indonesia Volume 16 No. 1 2021, h. 3.



sehingga dia menunda menikah karena Allah telah menyampaikan, bahwa Allah
swt. telah menjamin rezki hambanya apalagi perkawinan merupakan sunnah
Rasulullah saw.’® Anak merupakan amanah dari Allah SWT. yang dititipkan
kepada orang tua, sehingga anak tidaklah sepantasnya dipandang sebagai sebuah
property atau aset keluarga sebab pemahaman demikian telah bertentangan
dengan hak-hak anak dan merupakan aspek penyalahgunaan kekuasaan yang
dilakukan oleh orang tua. Bahkan lebih miris lagi jika pihak orang tua
menggunakan dalil atau terminologi agama yang pada kenyataannya disebabkan
alasan permasalahan finansial keluarga. Anak sebagai penerus bangsa perlu
menjadi perhatian bersama mulai dari pemenuhan hak-hak dasar anak untuk
memperoleh pendidikan yang layak, hak untuk tumbuh dan berkembang, hak
untuk dilindungi dari segala bentuk kekerasan, hak rekreasi atau bermain, tidak
dijadikan bahan eksploitasi, diberikan perlakuan adil dan tidak diskrimatif.
Mencermati semakin meningkatnya kasus perkawinan dibawah umur pada
tahun 2020 sampai tahun 2021 dan mulai menurun di tahun 2022 sampai tahun
2023 di Kabupaten Mandailing Natal memunculkan keresahan dan keperihatinan
tersendiri. Untuk mengantisipasi hal tersebut berbagai upaya dan langkah
pencegahan terus dilakukan pemerintah daerah bersama Kementerian/Lembaga
terkait serta seluruh pihak utamanya orang tua agar mampu menciptakan

lingkungan yang ramah anak, kualitas pendidikan formal, memberikan edukasi

19| iberus Jehani, Perkawinan Apa Resiko Hukumnya, (Jakarta: Forum Sahabat, 2008), h.
28.



kepada anak terkait kesehatan reproduksi, serta memberikan tawaran dukungan
ekonomi kepada anak dan keluarganya.**

Salah satu Hakim Pengadilan Agama Panyabungan yaitu bapak Abdul
Azis mengatakan bahwa usia yang mengajukan permohonan dispensasi kawin di
Pengadilan Agama Panyabungan bervariasi mulai dari usia 16 Tahun sampai 18
Tahun dan yang lebih sering mengajukan dispensasi kawin dari pihak wanita.
Adapun sebab-sebab permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama
Panyabungan diantaranya karena faktor hamil di luar nikah, faktor marlojong,
faktor telah dipinang duluan (dikasih tuor), faktor ekonomi dan faktor
pendidikan.*?

Majelis Ulama Indonesia memberikan Fatwa, bahwa usia kelayakan
perkawinan adalah usia kecakapan berbuat dan kecakapan menerima hak.
Kecakapan berbuat merupakan sifat kecakapan bertindak hukum seseorang yang
telah dianggap sempurna untuk mempertanggung jawabkan seluruh perbuatannya,
baik perbuatan yang bersifat positif maupun negatif. Adapaun kecakapan
menerima hak merupakan sifat kecakapan seseorang untuk menerima hak-hak
yang menjadi haknya dan belum cakap untuk dibebani seluruh kewajiban.™

Dalam pengajuan permohonan dispensasi kawin tidak semuanya akan di
terima oleh pihak Pengadilan Agama, untuk pengajuan permohoan dispensasi
kawin terlebih dahulu harus melaporkannya ke Kantor Urusan Agama (KUA)

setempat, jika di tolak selanjutnya Dinas Pemberdayaan Perempuan dan

1 Data diperoleh dari kepaniteraan Pengadilan Agama Panyabungan

12 Abdul Azis, wawancara langsung, 26 Mei 2023 pukul 14.30 WIB.

1% Mardi Candra, Asfek Perlindungan Anak Indonesia Analisis Tentang Perkawinan Di
bawah Umur, (Jakarta: Kencana, 2018), h. 140.



Perlindungan Anak akan memberikan berbagai nasehat kepada pemohon setelah
pihak Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak telah berusaha
memberikan nasehat tetapi gagal, pemohon dispensasi baru bisa mengajukan
permohonan kepada Pengadilan Agama, dalam hal permohonan ini tidak
semuanya akan di kabulkan oleh pihak Pengadilan Agama Panyabungan harus
memenuhi persyaratan dan prosedur permohonan dispensasi kawin, begitu juga
pemohon harus meyakinkan hakim dengan alasan-alasan yang di terima oleh
hukum dan alasan yang mendesak.

Dalam menetapkan suatu putusan ada beberapa pertimbangan yang harus
di pertimbangkan oleh hakim, diantaranya pertimbangan Yuridis (Aturan
Perundang-Undangan), pertimbangan hukum Islam, pertimbangan keadilan
masyarakat, pertimbangan hakim di luar hukum.**

Sementara itu dalam hukum Islam tidak dijelaskan secara jelas batas usia
perkawinan, ulama Ushul Figh menyatakan bahwa yang menjadi ukuran dalam
menentukan seseorang yang telah memiliki kecakapan bertindak hukum adalah
setelah Aqil Balig sesuai dalam Firman Allah SWT dalam Surah An-Nisa’ Ayat 6

yang Berbunyi:
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Artinya: “Dan ujilah anak itu sampai mereka cukup umur untuk kawin, kemudian

jika menurut pendapatmu mereka lebih cerdas (pandai memelihara

1% Abdul Azis, Wawancara langsung, 26 Mei 2023 pukul 15.00 WIB.



harta), maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya”. (QS. An-
Nissa [4] ayat: 6)™

Berdasarkan uraian di atas tersebut maka peneliti tertarik untuk melakukan
penelitian  dengan  judul “PERTIMBANGAN MAJELIS HAKIM
PENGADILAN AGAMA PANYABUNGAN DALAM MEMUTUSKAN
PERKARA PERMOHONAN DISPENSASI KAWIN (Studi Analisis
Putusan-Putusan Permohonan Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama
Panyabungan)”.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas peneliti mengangkat pokok permasalahan,

yaitu:

1. Bagaimana latar belakang permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama
Panyabungan?

2. Bagaimana pertimbangan majelis hakim Pengadilan Agama Panyabungan
dalam memutuskan perkara permohonan dispensasi kawin di Pengadilan
Agama Panyabungan?

Batasan Masalah

Untuk mempermudah permasalahan dalam penulisan kajian ini, maka
penulis membatasi masalah yang dibahas agar pembahasan lebih jelas dan terarah,
seperti yang diharapkan oleh penulis. Disini penulis akan membahas mengenai

pertimbangan hakim terkait permohonan dispensasi kawin di bawah umur (Studi

15 Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, (Jakarta: CV Nala Dana, 2006),
h.77.
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Analisis Putusan-Putusan Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama Panyabungan

Tahun 2019-2023).

Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui latar belakang meningkatnya permohonan dispensasi kawin
di Pengadilan Agama Panyabungan.

2. Untuk mengetahui pertimbangan majelis hakim Pengadilan Agama
Panyabungan dalam memutuskan perkara permohonan dispensasi kawin di
Pengadilan Agama Panyabungan.

Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan pemikiran di
bidang ilmu hukum pada umumnya dan pada lImu hukum perdata pada
khususnya mengenai dasar-dasar pertimbangan majelis hakim dalam
memberikan dispensasi kawin.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran
untuk mengetahui faktor-faktor penyebab meningkatnya permohonan
dispensasi kawin khususnya dalam wilayah Yuridiksi Pengadilan Agama
Panyabungan.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran
mengenai dampak dari pemberian dispensasi kawin terhadap Pengadilan
Agama Panyabungan, pemohon dispensasi kawin dan pengaturan hukum

Islam.
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F. Kajian Terdahulu
Untuk memperkuat penelitian ini, maka peneliti mengambil beberapa
penelitian terdahulu yang berhubungan dengan pertimbangan hakim mengenai
dispensasi kawin di bawah ini:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad lhsanul Kholikin, pada tahun 2019
dengan judul Pertimbangan Hakim dalam Putusan Penerimaan Permohonan
Dispensasi Perkawinan di Bawah Umur (Studi Kasus di Pengadilan Agama
Purworejo). Hasil penelitian ini  menunjukkan pertimbangan hakim di
pengadilan agama purworejo dalam mengabulkan keputusan dispensasi
perkawinan di bawah umur adalah kehamilan sebelum menikah, kekhawatiran
orang tua, sudah memiliki pekerjaan.*®
Persamaan: Sama-sama menggunakan metode kualitatif.

Perbedaan: Penelitian terdahulu meneliti tentang pertimbangan hakim dalam
putusan penerimaan permohonan dispensasi perkawinan di bawah
umur sedangkan penelitian sekarang meneliti tentang pertimbangan
hukum majelis hakim pengadilan agama panyabungan dalam
memutuskan perkara dispensasi kawin.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Ria Riana pada tahun 2022 dengan judul
Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Perkara Dispensasi Kawin Akibat
Keadaan Hamil Di Luar Kawin Pada Pasangan Yang Belum Memenuhi Usia

(Studi Kasus Di Pengadilan Agama Cirebon Pada Perkara Nomor

% Muhammad lhsanul Kholikin, Pertimbangan Hakim dalam Putusan Penerimaan
Permohonan Dispensasi Perkawinan di Bawah Umur (Studi Kasus di Pengadilan Agama
Purworejo), (Oktober 2019), h. 1-56.
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79/Pdt.P/2021/PA. Adapun hasil dari penelitian ini ada tiga perkara yang
menjadi pertimbangan: pertimbangan secara yuridis, pertimbangan secara
hukum Islam dan pertimbangan keadilan masyarakat. Dalam proses
persidangan hakim memberikan nasihat kepada para pihak dengan memberikan
penjelasan tentang dampak negatif dari perkawinan dibawar umur.*’
Persamaan: Sama-sama meneliti tentang pertimbangan dispensasi kawin.
Perbedaan: Penelitian terdahulu meneliti perkara dari tahun 2017 sampai 2021,
sedangkan peneliti sekarang meneliti dari tahun 2019 sampai 2023.

3. Penelitian ini dilkukan oleh Anisah Laili pada tahun 2018 dengan judul
Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Purwodadi dalam Mengabulkan Izin
Dispensasi Kawin Calon Mempelai Pria yang Berumur 17 Tahun, adapun hasil
penelitian ini adalah Pengadilan Agama Purwodadi memberikan dispensasi
kawin dengan memberikan pertimbangan hakim karena kemashlatan yang
maksudnya apabila tidak segera dilangsungkan perkawinan terhadap calon
mempelai tersebut akan dikhawatirkan terjadi perbuatan-perbuatan yang
melanggar norma agama dan peraturan yang berlaku.*®

Persamaan: Sama-sama meneliti di Pengadilan Agama.

'7 Ria Riana, Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Perkara Dispensasi Nikah Akibat
Keadaan Hamil Di Luar Nikah Pada Pasangan Yang Belum Memenuhi Usia (Studi Kasus Di
Pengadilan Agama Cirebon Pada Perkara Nomor 79/Pdt.P/2021/PA.CN), (Mei 2022), h. 93-
129.

8 Anisah Laili, Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Purwodadi dalam
Mengabulkan lIzin Dispensasi Nikah Calon Mempelai Pria yang Berumur 17 Tahun, (Januari
2018), h. 90-111.
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Perbedaan: Penelitian terdahulu meneliti di Pengadilan Agama Purwodadi
sedangkan penelitian sekarang meneliti di Pengadilan Agama
Panyabungan.

G. Batasan Istilah

1. Dispensasi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti kata
dispensasi adalah pengecualian tindakan berdasarkan hukum yang
menyatakan bahwa suatu peraturan perundang-undangan tidak berlaku
untuk suatu hal yang khusus (dalam hukum administrasi negara). Arti
lainnya dari dispensasi adalah pengecualian dari aturan karena adanya
pertimbangan yang khusus.

Menurut  Undang-Undang nomor 30 Tahun 2014 Tentang
Administrasi Pemerintahan Dispensasi adalah Keputusan Pejabat
Pemerintahan yang berwenang sebagai wujud persetujuan atas
permohonan Warga Masyarakat yang merupakan pengecualian terhadap
suatu larangan atau perintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan. Pejabat Pemerintahan adalah unsur yang melaksanakan Fungsi
Pemerintahan, baik di lingkungan pemerintah maupun penyelenggara
negara lainnya.*

2. Perkawinan
Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan

seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga

®Undang-Undang nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan
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atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang

Maha Esa.?°

3. Pemohon Dispensasi Kawin
Pemohon adalah orang yang bermohon kepada Pengadilan untuk
menerima dan memeriksa Permohonan Dispensasi mereka tersebut.
4. Dispensasi Kawin
Menurut Peraturan Mahkamah Agung (MA) Nomor 5 Tahun 2019
tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, pengertian
dispensasi kawin adalah pemberian izin kawin oleh pengadilan kepada
calon suami isteri yang belum berusia 19 tahun untuk melangsungkan
perkawinan.
tujuan dispensasi nikah adalah untuk memberikan kelonggaran
hukum bagi mereka yang tidak memenuhi syarat sah pernikahan atau
perkawinan secara hukum positif. Maka dari itu undang-undang
memberikan kewenangan kepada pengadilan untuk memberikan dispensai
kawin.?!

Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan dalam membaca skripsi ini, maka peneliti akan

mengemukakan sistematika pembahasan dalam skripsi ini, yaitu:

“Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
*! peraturan Mahkamah Agung (MA) Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman
Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.
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BAB I, dalam bab ini penulis akan membahas tentang pendahuluan yang
merangkum latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan
penelitian, manfaat penelitian, kajian terdahulu, dan sistematika pembahasan.

BAB Il, merupakan kajian teori yaitu landasan teori yang membahas
tentang pengertian dan dasar hukum perkawinan, rukun dan syarat perkawinan,
tujuan dan hikmah perkawinan, larangan dalam perkawinan, pengertian dispensasi
kawin, dasar hukum dispensasi kawin, batasan usia perkawinan menurut hukum
positif, hukum Islam dan hukum adat, faktor penyebab perkawinan di bawah
umur dan dampak akibat perkawinan di bawah umur.

BAB Ill, merupakan jenis penelitian, sifat penelitian, pendekatan
penelitian, lokasi dan waktu penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data,
teknik analisi data, dan teknik keabsahan data.

BAB 1V, dalam bab ini peneliti akan membahas tentang Profil Pengadilan
Agama Panyabungan, terdiri dari sejarah Pengadilan Agama Panyabungan,
gedung baru kantor Pengadilan Agama Panyabungan, latar belakang permohonan
dispensasi kawin di Pengadilan Agama Panyabungan, persyaratan pengajuan
dispensasi kawin di Pengadilan Agama Panyabungan, sistem, mekanisme dan
prosedur, faktor yang menjadi penyebab terjadinya permohonan dispensasi kawin
di Pengadilan Agama Panyabungan, pertimbangan majelis hakim Pengadilan
Agama Panyabungan dalam memutuskan perkara permohonan dispensasi kawin

dan analisis peneliti.
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BAB V, bagian ini diakhiri dengan penutup dan berisi kesimpulan dan
saran, jawaban singkat atas rumusan masalah berdasarkan hasil penelitian dan

pembahasan yang dipaparkan oleh peneliti.



